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Adat dalam konteks ini merupakan suatu simbol pengambilan kedudukan 
penyimbang dalam adat lampung yang wajib dipenuhi dan ditaati semua lapisan 
masyarakat yang masuk dalam ruang lingkup masyarakat adat pepadun tentu 
harus menjujung tinggi nilai-nilai adat tersebut karena adat juga mengatur tentang 
tatanan moral yang diterapkan dalam lapisan masyarakat dan merupakan tatanan 
kehidupan sehari-hari. Pada sisi lain masyarakat Lampung Pepadun di Pekon 
Kartajaya Kecamatan Negara batin Kabupaten Way Kanan adalah penganut Islam 
(beragama Islam), dan tentunya terikat pada ketentuan aturan-aturan agama 
(Islam) termasuk ketika melaksanakan hajat (Begawi) pesta pernikahan anak. 
Antara ketentuan adat (Pepadun) dengan agama bisa saja berbeda.. 
Rumusan masalah dari judul skripsi ini adalah Bagaimana pelaksaan Adat 
Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara 
batin Kabupaten Way Kanan? dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap 
Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun? 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum 
islam mengenai adat Begawi pada masyarakat Adat Pepadun dipekon kartajaya 
Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan? Dan untuk mengetahui 
bagaimana pandangan Hukum Islam menngenai adat begawi tersebut 
Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
sifatnya deskriptif analisis, yaitu memaparkan fakta-fakta yang ada untuk 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir induktif dan atau 
deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa  Adat Begawi 
Pada Masyarakat Adat Pepadun di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin 
Kabupaten Waykanan adalah prosesi adat dalam rangka pengukuhan pemberian 
gelar dalam adat pepadun Way Kanan. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat 
Begawi pada masyarakat Adat Pepadun hukumnya mubah sepanjngan tidak 
bertantangan dengan syari’at islam.Namun mana kala prosesi adat pepadun 
dipandangan memberatkan secara Ekonomi dan dapat menimbulkan tindakan-
tindakan mubazir,maka dapat saja tidak dilakukan bagi pasangan yang baru 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum memasuki pokok bahasan, penulis menganggap perlu 
menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini guna 
menghindari terjadinya kesalahan pahaman dalam memahami Judul Skripsi ini. 
Sebagaimana diketahui bahwa Skripsi ini berjudul: TINJAUAN HUKUM 
ISLAM TENTANG ADAT BEGAWI PADA MASYARAKAT ADAT 
PEPADUN” (Studi Pada Tokoh Adat dan Agama di Pekon Kartajaya 
Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan). Adapun beberapa hal 
penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah 
sebagaimana berikut: 
1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 
secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
1
 
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 
diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.
2
 Menurut 
Hasbi Ash-Shiddiqy hukum Islam diartikan” hukum Islam adalah hukum 
                                                             
1
 Koentjaraningrat, “Kamus Besar Bahasa Indoneesia”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 
124. 
2
 Amir Syarifuddin, “Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam”, (Padang Angkasa 
Raya 1993), h.17. 
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yang bersifat umum dan kulil yang dapat diterapkan dalam perkembangan 
hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.
3
 
3. Adat juga dapat diartikan sebagaimana tata cara hidup, kebiasaan dari suatu 
kelompok masyarakat tertentu yang wajib ditaati dan dilakukan secara turun 
temurun.
4
 Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa.  
4. Begawi juga dapat diartikan ialah proses pengambilan kedudukan 
punyimbang dalam adat Lampung Way Kanan lima kebuayan.
5
 
5. Masyarakat Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam 
masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau 
daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, 
masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, 
dan Way Seputih (Pubian).
6
 
Beberapa penegasan istilah di atas dapat disimpulkan yang dimaksud 
Judul Skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada 





                                                             
3
 Muhammad  Iqbal, “Hukum Islam Indonesia Modern”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014 ), 
h. 20. 
4
 Hilman Adi Kusuma Dkk, “Adat Masyarakat Lampung”, (Kanwil Dekdikbuk propinsi 
Lampung,1990), h.4. 
5
 Ulul Azmi Muhammad, “Adat Turun Duwai pada Adat Begawai”, FKIP UNILA Jalan 
Dr.Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung, 21 April 2017. 
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B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan penelitian memilih judul Tinjauan hukum Islam tentang 
Adat Begawi pada masyarakat Adat Pepadun Way Kanan (Studi Pada Tokoh 
Adat dan Agama di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way 
Kanan) sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
a. Adat Begawi pada masyarakat adat Pepadun merupakan bagian inherent 
(menyatu) dan eksis keberadaanya dalam tatanan kehidupan 
masyarakatnya.  
b. Masyarakat adat Pepadun menjadikan Adat Begawi sebagai acuan setiap 
melaksanakan pesta perkawainan (Begawi). 
2. Alasan Subjektif 
a. Judul skripsi ini sangat releven dengan keilmuan yang penulis tekuni di 
Fakultas Syariah dan objek penelitiannya mudah dijangkau, karena lokasi 
penelitiannya adalah masyarakat dimana penulis tinggal. 
b. Penulis sangat yakin dapat menyelesaiakn penulisan skripsi ini, kerena 
penulis sendiri merupakan bagian dari masyarakat adat Pepadun. 
 
C.  Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai 
macam suku bangsa dan agama serta mempunyai adat istiadat yang berbeda-
beda.Berbagai suku kebudayaan tersebar di Indonesia dan hidup dengan 
berkelompok ada yang tinggal di pesisir pantai, perkotaan, bahkan pedalaman. 
4 
 
Dari keanekaragaman tersebut, mereka mempunyai perbedaan pandangan 
hidup dan falsafah dalam melangsungkan kehidupan. 
Masyarakat di wilayah tertentu memiliki tata cara budaya 
bermasyarakat yang merupakan  budaya yang terdapat dalam adat Way Kanan 
merupakan simbolis dari peninggalan nenek moyang yang seharusnya dijaga 
dan harus dilestarikan dalam adatnya hal yang disebut dengan tradisi, itu 
sendiri merupakan dari kemampuan istimewa kebudayaan itu sendiri yang 
disebut dengan adat. 
Adat merupakan suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan kemudian 
adat digambarkan sebagai tata kelakuan. Adat merupakan norma atau aturan 
yang tidak tertulis akn tetapi keberadaanya sangat kuat dan mengingat sehingga 
siapa saja yang melanggarrnya akan dikena sanksi yang cukup keras. 
Masyarakat adat Pepadun di Way Kanan adalah penganut agama Islam. 
Nilai-nilai agama (Islam) tentunya mewarnai dalam kehidupan termasuk dalam 
tata cara adat. Atas dasar pemikiran di atas, penulis tertarik membahas judul di 
atas sehingga diketahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang adat 
Begawi pada masyarakat adat Pepadun 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diperjelas bahwa maksud judul 
tersebut adalah sebuah upaya untuk mengetahui secara mendasar dan 
mendalam tentang adat Begawi Menurut hukum Islam (Studi Pada Tokoh Adat 





D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar masalah yang penulis kemukakan,maka rumusan 
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun di 
Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Adat Begawi Pada 
Masyarakat Adat Pepadun? 
 
E. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan Adat Begawi Pada Masyarakat Adat 
Pepadun di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara batin Kabupaten Way 
Kanan. 
b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam menegenai adat Begawi 
tersebut. 
2. Manfaat Peneltian  
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
a. Secara teoritis 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi 
pembaca mengenai Adat Begawi, dapat memperkaya keilmuan dan 
wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang 
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penulis pelajari dalam rangka mengembangkan Ilmu pengetahuan 
hukum, khususnya Hukum Tatanegara dan Politik (Siyasah). 
b. Secara praktis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pemikiran yang 
positif bagi peneliti dan pembaca tentang Adat Begawi pada 
masyarakat Adat Pepadun di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara 
Batin Kabupaten Way Kanan, serta menjadi masukkan bagi 
penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian tentang adat 
Begawi. 
2) Salah Satu Syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum dan 
Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Alasanya, karna 
penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian survey dalam  metode 
penelitian ini adalah penelitian  survei adalah penelitian yang diadakan untuk 
memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-
keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik 
dari suatu kelompok ataupun disuatu daerah.
7
 yang mengkaji tentang Adat 
Begawi yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan apa yang 
ada dan dikaji secara mendalam untuk mengetahui bentuk Adat Begawi 
Pepadun di Desa Kartajaya menurut pandangan Hukum Islam. 
                                                             
7
 Susiadi As. “Metedologi Penelitian”, (IAIN Raden Intan Lampung:2014), h 10 
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1. Jenis dan Sifat penelitian 
a. Penelitian ini termaksud penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian dengan karesteristik masalah yang berkaitan dengan latar 
belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta Interaksinya 
dengan lingkungan.
8
 Jadi penulis akan melakukan penelitian 
mengenai beberapa masalah actual yang pada tengah-tengah 
masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses 
sosial untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek 
tertentu. Mengingat jelas bahwa penelitian ini penelitian lapangan, 
maka dalam pengumpulan data penelitian menggali data-data yang 
bersumber dari lapangan (field research). Sehingga penelitian yang 
berkenaan dengan Adat Begawi Menurut Hukum Islam (studi kasus di 
Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan). 
b. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis9, yaitu suatu penelitian 
terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta, saat ini dari suatu 
populasi yang meliputi kegiatan yang berupa sikap terhadap individu, 
organisasi, keadaan, ataupun prosedur, kemudian dianalisis 
berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian deskriftip 
analisis adalah untuk membuat deskrpsi, gambaran, atau lukisan 
secara sistematis, faktual dan akturat mengenai fakta-fakta, hubungan 
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antar fenomena yang diselidiki dilapangan yang kemudian dianalisis 
berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.
10
 
Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengumpulkan data dengan 
menggambarkan keadaan msayarakat di Pekon Kartajaya dalam hal 
mendapatkan informasi atas masalah adat dalam begawi menurut 
Hukum Islam. 
2. Jenis dan Sumber data 
Sesuai dengan jenis penelitian ini, data yang dibutuhkan untuk menjawab 
permasalahan penelitian adalah data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan 
dalam kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh dari lapangan 
dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan 
dengan penelitian yaitu pihak tokoh adat dan agama Pekon Kartajaya 
Kecamatan Negara batin Kabupaten Way Kanan. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 
data kepada mengumupl data, misalnya; lewat orang lain, ataupun 
lewat dokumen, yaitu sumber data yang diperoleh melalui dengan cara 
artikel, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan 
dilakukan. Untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi 
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yang telah dikumpulkan dari tokoh adat dan agama Pekon Kartajaya 
Kecamatan Negara batin Kabupaten Way Kanan. 
3. Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi 
dengan cara Tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis dengan 
berdasarkan tujuan penelitian. Dalam wawancara ini harus 
mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan 
diajukan dengan menyiapkan interview guide (pedoman wawancara). 
Untuk mendapat data, penyusunan melakukan wawamcara tokoh adat, 
pejabat pemerintah dan masyarakat lainnya. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah kumpulan data atau fakta dan data yang 
tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari 
seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan berapa cacatan harian, 
sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi 
yang digunakan penelitian terkait dengan pokok masalah yang 
penelitian diambil. Dokumen bisa berupa data-data dari pekon 
Kartajaya ataupun lembaga yang terkaitan dengan pokok masalah 






4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk 
peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang 




b.  Sampel 
Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan 
bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga 
dimiliki oleh sampel.
12
 bila populasi besar dan penelitian tidak 
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan 
keterbatan waktu, dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan 
sampel yang diambil dari populasi tersebut.
13
 
Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel 
yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling terbagi dua 
yaitu probabilitasi sampling dan nonprobabilitas sampling.
14
Sampel 
yang akan digunakan oleh penelitian adalah menggunakan 
nonprobalitas sampling dengan teknik sampel yang akan dipakai yaitu 
accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan 
suatu sampel sumber data dengan siapa saja yang dijumpai dan 
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terlibat dalam permasalah yang sedang diteliti dan dapat langsung 
diwawancara.
15
 Sampel yang digunakan penelitian ini antara lain: 
Tokoh adat (1), wakil ketua adat (1), tokoh agama (1), masyarakat (2), 
masyarakat biasa (1), Maka jumlah keseluruhan sampel yang diambil 
oleh peneliti berjumlah 6 orang di Pekon Kartajaya Kecamatan 
Negara Batin kabupaten Waykanan. 
5. Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah: 
a. Pemeriksa data (Editing) 
Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul suda lengkap, 
benar, dan sudah sesuai atau releven dengan masalah.
16
 Dalam hal ini 
penulisan mengecek hasil data kembali yang terkumpul melalui 
dokumen Interview apakah sudah sesuatu yang akan diteliti. 
b. Rekontruksi Data (reconstructing) 
Yaitu menyusun ulang secra teratur, berurutan logis sehingga 
mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik 
kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
17
 
6. Analisis Masalah 
Setelah Data di peroleh kemudian dilakukan analisis data. Data 
yang terkumpul akan dianalisis secara Kualitatif yaitu upaya-upaya 
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sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 
memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang 
berlaku di tempat tertentu yang terjadi didalam masyarakat termaksud di 
dalammnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan 
penelitian pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dalam 
memperoleh pengetahuan.  
Pada proses analisis data penulis mengunakan kerangka penelitian 
deduktif yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum 
menuju suatu kaedah yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan 
umum yang ada dalam Nash dijadikan sebagai pedoman untuk 
















SEKITAR HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian dan Sumber Hukum Islam 
Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah- 
kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai 
tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang 
diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini 
mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya 
secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum  yang  
diperintahkan  Allah  SWT  untuk  umat-Nya  yang dibawa oleh seorang Nabi, 




Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia 
untuk menuju kepada Allah Ta‟ala dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah 
agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada 
Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk 
mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta‟ala dan hubungan manusia 
dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, 
khususnya Al-Quran dan Hadits.
19
 
Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan  
oleh  Allah  untuk  umat-Nya  yang  dibawa  oleh  seorang  Nabi SAW, baik 
hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-
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Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah 
aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena 
banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama 
yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada 
perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Al Qur‟an 
Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran yang memuat 
kandungan- kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah 
Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran  menjelaska  secara 
rinci bagaimana seharusnya  manusia  menjalani  kehidupannya  agar  
tercipta  masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-
Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. 
b. Al Hadist 
Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala 
sesuatu yang   berlandaskan   pada   Rasulullah   SAW.   Baik   berupa   
perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung 
aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam 
Alquran. 
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Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman 
Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma‟ yang dapat 
dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin 
(setelah sahabat), dan tabi‟ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman 
mereka   para   ulama   telah   berpencar   dan   jumlahnya   banyak,   dan 
perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua 
ulama telah bersepakat. 
d. Qiyas 
Sumber  hukum  Islam  yang  keempat  setelah  Al-Quran,  Al-Hadits  
dan Ijma‟ adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada 
dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan 
sesuatu  yang serupa dengan  sesuatu  yang hendak  diketahui  hukumnya 
tersebut artinya  jika  suatu  nash  telah  menunjukkan  hukum  mengenai 
suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu 
metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada 
kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu 
hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus 
yang ada nashnya. 
Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus 
ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus 
dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama 
16 
 
yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami 
adalah aturan Allah. 
 
B. Macam Hukum Islam 
1. Hukum Syara’ 
Secara bahasa hukum berarti mencegah atau memutuskan. Menurut 
terminologi, hukum adalah Khitab (doktrin) Syara‟ (Allah) yang 
bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah Mukallaf baik doktrin 
itu berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan, atau 
anjuran untuk meninggalkan atau wadh‟i (menetapkan sesuatu sebagai 
sebab, syarat, atau mani‟ atau penghalang).
21
 
Menurut istilah ahli Fiqh, yang disebut hukum adalah khitab Allah 
dan sabda Rasul. Apabila disebut hukum syara‟, maka yang dimaksud 
ialah hukum yang bersangkutan dengan manusia, yakni yang dibahas 
dalam ilmu Fiqh, bukan hukum yang bersangkutan dengan akidah dan 
akhlak.
 22
  Ulama ushul Fiqh membagai hukum syara‟ menjadi dua 
macam, yaitu hukum Taklifi dan hukum wadh‟i. 
a. Hukum Taklifi 
Hukum Taklifi ialah suatu ketentuan yang menuntut mukallaf 
melakukan atau meninggalkan perbuatan atau berbentuk pilihan untuk 
melakukan atau tidak melakukan perbuatan.
 23
 Contoh hukum Taklifi 
yang menuntut kepada mukallaf untuk dilakukannya yaitu Mukallaf 
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wajib berpuasa di bulan Ramadhan dan Mukallaf melakukan ibadah 
haji bagi yang mampu.  
Adapun Pembagian Hukum Taklifi yaitu ada 5 sebagai berikut: 
1) Wajib ialah ketentuan suatu perintah itu harus dilakukan oleh 
mukallaf sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. 
Konsekuensi dari hukum wajib ini akan mendatangkan pahala jika 
dilakukan dan akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan. Contoh 
sesuatu yang hukumnya wajib seperti : Shalat, berpuasa, membayar 
zakat, menunaikan haji bagi orang yang mampu, dan berbakti 
kepada orang tua. 
2) Mandup (sunah), secara bahasa mandup adalah sesuatu yang 
dianjurkan. Secara istilah ialah perintah yang datang dari Allah 
untuk yang datang dari Allah untuk dilakukan oleh mykallaf secara 
tidak tegas atau harus. Konsekuensi dari mandup ini jika dilakukan 
akan mendapatkan pahala dan tidak mendapat siksa atau celaan 
bagi orang yang meninggalkannya. Contoh dari perkara mandup 
(sunah) seperti: mencatat utang, shalat sunah, dan mengucapkan 
salam. 
3) Aram, secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak 
kerusakannya dan sesuatu yang dilarang. Konsekuensi dari haram 
ini ialah bagi sesorang yang mengerjakan akan mendapat dosa dan 
kehinaan dan bagi yang meninggalkannya akan mendapat pahala 
dan kemuliaan. Contohnya seperti : berzina, mencuri, minum 
18 
 
khamar, membunuh tanpa hak, memakan harta orang dengan 
zalim, dan lain-lain. 
4) Makruh, ialah berasal dari kata kariha yaitu sesuatu yang tidak 
disenangi, dibenci atau sesuatu yang dijauhi. Secara istilah makruh 
ialah sesuatu yang dituntut syara‟ kepada mukallaf untuk 
meninggalkannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. 
Contohnya seperti : larangan Allah kepada manusia untuk tidak 
bertanya tentang sesuatu yang apabila dijelaskan akan 
menyusahkan kamu,  dan menghamburkan harta. 
5) Mubah, secara bahsa yaitu melepaskan dan memberitahukan. 
Secara istilah, mubah ialah suatu perbuatan yang diberi 
kemungkinan kepada mukallaf antara memperbuat dan 
meninggalkan. Konsekuensinya adalah jika dikerjakan akan 
mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. 
Contohnya seperti : makan dan minum, berburu setelah melakukan 
haji, bertebaran setelah shalat jumat, dan lain-lain.
 24
  
b. Hukum Wadh‟i 
Hukum Wadh‟i adalah ketentuan Allah yang menetapkan sesuatu 
sebagai sebab, syarat, mani‟, rukhsah atau azimah, sah dan batal.
 25
 
Pembagian Hukum Wadh‟i adalah sebagai berikut: 
1) Sebab, dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dapat 
menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Secara istilah, sebab 
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didefinisikan sebagai sesuatu yang dijadikan syariat, sebagai tanda 
bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak 
adanya hukum.
 26
 Contohnya seperti masuknya bulan Ramadhan 
menjadi petanda datangnya kewajiban puasa Ramadhan. Masuknya 
bulan Ramadhan adalah suatu yang jelas dan dapat diukur, apakah 
bulan Ramadhan sebab, sedangkan datangnya kewajiban berpuasa 
Ramadhan disebut musabbab atau hukum atau disebut juga sebagai 
akibat. 
2) Syarat, menurut para ulama mendefinisikan ialah sesuatu yang 
tergantung kepadanya adanya hukum, lazim dengan tidak adanya 
tidak ada hukum, tetapi tidaklah lazim dengan adanya ada hukum. 
Dari definisi kedua dapat dipahami bahwa syarat merupakan 
penyempurna bagi suatu perintah syara‟. Contohnya seperti 
hubungan perkawinan suami istri adalah menjadi syarat untuk 
menjatuhkan talak, tidak adanya perkawinan maka tidak ada talak. 
Wudhu adalah syarat sahnya shalat, tanpa wudhu maka tidak sah 
mendirikan shalat, tetapi tidak berarti adanya wudhu menertapkan 
adanya shalat. Dengan demikian, antara syarat dan yang disyarati itu 
merupakan bagian yang terpisah.
 27
  
3) Mani‟ (penghalang), secara bahasa kata mani‟  yaitu penghalang. 
Dalam istilah ushul Fiqh mani‟ adalah sesuatu yang ditetapkan 
Syara‟ sebagai penghalang bagi adanya hukum atau berfungsinya 
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sebab (batalnya hukum). Contohnya seorang anak berhak 
mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Tetapi 
kemudian si anak diputuskan tidak mendapat warisan dari 
peninggalan ayahnya karena ada penghalang (mani‟). Penghalang itu 
bisa berupa karena si anak itu murtad atau kematiaan ayahnya 
ternyata karena dibunuh oleh anak itu sendiri. 
4) Rukhsah dan Azimah, Rukhsah ialah keringan hukum yang diberikan 
oleh Allah kepada mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu. 
Sedangkan Azimah ialah hukum yang berlaku secara umum yang 
telah disyariatkan oleh Allah sejak semula dimana tidak ada 
kekhususan karena suatu kondisi. Contoh seperti : shalat lima waktu 
yang diwajibkan kepada semua mukallaf dalam semua situasi dan 
kondisi, begitu juga kewajiban zakat, puasa. Semua kewajiban ini 
berlaku untuk semua mukallaf dan tidak ada hukum yang 
mendahului hukum wajib tersebut. 
5) Sah dan Batal, secara etimologi kata sah atau shihhah merupakan 
lawan saqam yang berarti sakit. Istilah sah dalam syara‟ digunakan 
dalam ibadah dan akad maumalat yaitu suatu perbuatan dipandang 
sah apabila sejalan dengan kehendak Syara‟, atau perbuatan 
mukallaf disebut sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. 
Sedangkan istilah batal, tidak tecapainya suatu perbuatan yang 
memberikan pengaruh secara syara‟ yaitu suatu perbuatan yang 
dikerjakan mukallaf apabila tidak memenuhi ketentuan yang 
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ditetapkan syara‟, maka perbuatan disebut batal. Dengan kata lain, 
suatu perbuatan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka 
perbuatan itu menjadi batal. 
2. Unsur-Unsur Hukum Syara 
Adapun unsur-unsur Hukum Syara‟ yaitu sebagai berkut: 
a. Hukum 
Secara etimologi kata hukum yaitu berarti mencegah atau 
memutuskan.
28
 Ahli ushul Fiqh mendefinisikan hukum yaitu sebagai 
ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik 
berupa tuntutan melakukan atau meninggalkan, atau pilihan atau 
berupa ketentuan. 
b. Al-Hakim 
Istilah hakim secara bahasa berarti orang yang memutuskan atau 
menetapkan hukum. Dalam kajian usul Fiqh, istilah hakim diartikan 
sebagai pihak yang menentukan dan membuat hukum syariat secara 
hakiki. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa yang menjadi sumber 
pembuat hukum-hukum yang ditetapkan tersebut ada yang datangnya 
melalui Al-Qur‟an dan Sunnah dan ada juga melalui perantaraan para 
ahli Fiqh dan mujtahid. Dalam hal ini, para mujtahid dan ulama 
dipandang sebagai orang yang menjelaskan dan mengungkapkan 
hukum.  
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Meskipun para ahli ushul Fiqh sepakat bahwa yang membuat 
hukum adalah Allah, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah 
apakah hukum-hukum itu hanya dapat diketahui melalui perantaraan 
wahyu dan datangnya Rasulullah atau apakah akal dapat secara 
independen mengetahui hukum tersebut. Dalam masalah ini terjadi 
perbedaan pendapat para ulama yang dilatar belakangi oleh perbedaan 
pendapat tentang fungsi akal dalam mengetahui baik (al-husnu) dan 
buruk (al-qubhu) yaitu sebagai berikut: 
1) Kalangan Mu‟tazilah, berpendapat bahwa menjadikan akal sebagai 
sumber hukum terhadap hal-hal yang tidak disebutkan dal Al-
Qura‟an. 
2) Kalangan Asy‟ariyyah, berpendapat bahwa akal secara independen 
tidak dapat mengetahui hukum Allah tanpa perantaraan Rasul dan 
Wahyu. 
3) Kalangan Maturidiyyah, berpendapat bahwa akal mampu 
mengetahui baik dan buruk pada sebagian besar perbuatan karena 
ada sebagai besar perbuatan karena ada berbagai sifat yang melekat 
pada perbuatan tersebut, baik mengandung kemalahatan maupn 
yang mengandung kerusakan. 
3. Mahkum Fih/Bih 
Dalam kajian ushul Fiqh, mahkum fih yaitu perbuatan mukallaf yang 
berkaitan dengan hukum. Mahkum fih atau perbuatan mukallaf adakalanya 
terdapat dalam hukum taklifi dan adakalanya terdapat dalam 
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hukum wadh‟i. Mahkam fih serring juga disebut dengan mahkam bih, 
karena perbuatan mukallaf tersebut selalu dihubungkan dengan perintah 
atau larangan. 
Ada beberapa syarat untuk sahnya suatu taklif (pembebasan hukum), 
yaitu: 
a. Perbuatan itu benar-benar diketahui oleh mukallaf sehingga ia dapat 
melakukan perbuatan itu sesuai dengan perintah. Maka berdasyaratkan 
nas-nas ini Al-Qur‟an  yang bersifat global (belum jelas), maka tidak 
wajib untuk mengamalkan hukumnya sebelum ada penjelasan dari 
Rasul. Contohnya, tentang perintah haji dalam Al-Qur‟an yang masih 
global. Maka tidak wajib mengamalkan hukumnya sebelum ada 
penjelasan dari Rasul. 
b. Diketahui secara jelas bahwa hukum itu datang dari orang yang 
memiliki wewenang untuk memerintah atau orang yang wajib diikuti 
hukum-hukumnya oleh mukallaf. 
c. Perbuatan yang diperintahkan itu mungkin atau dapat dilakukan atau 
ditinggalkan oleh mukallaf sesuai dengan kadar kemampuannya. 
Mengingat tujuan hukum adalah agar hukum itu dapat ditaati, oleh 
karena itu tidak ada beban yang diperintahkan oleh Al-Qur‟an untuk 
dikerjakan atau ditinggalkan yang melewati batas kemampuan manusia. 
Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah memberikan beban yang 
mustahil (di luar kemampuan) mukallaf. Contohnya perintah untuk 
terbang seperti burung. 
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4. Mahkum Alaih 
Mahkum alaih adalah mukallaf yang layak mendapatkan khitab dari Allah 
di mana perbuatannya berbungan dengan hukum syara‟. Seseorang dapat 
dikatakan mukallaf jika telah memenuhi syarat-syarat berikut : 
a. Mukallaf dapat memahami dalil taklif, baik itu berupa nas-nas Al-
Qur‟an atau sunah baik secara langsung maupun melalui perantara. 
Orang yang tidak mengerti hukum taklif, maka ia tidak dapat 
melaksanakan dengan benar apa yang diperintahkan kepadanya 
Dan alat untuk memahami dalil itu hanyalah dengan akal. Maka 
orang yang tidak berakal (gila) tidaklah dikatakan mukallaf. 
b. Mukallaf adalah orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan 
kepadanya. Yang dimaksud dengan ahli di sini adalah layak atau 
wajar untuk menerima perintah. 
Dalam hal ini, keadaan manusia harus dihubungkan dengan kelayakan 
untuk menerima atau menjalankan hak dan kewajiban, yaitu dapat 
dikelompokkan menjadi 2: 
a. Tidak sempurna artinya dapat menerima hak tetapi tidak layak baginya 
kewajiban. Contohnya seperti janin yang ada di dalam perut seorang 
ibu. Baginya ada beberapa hak, ia berhak menerima harta pusaka dan 
bisa menerima wasiat, tetapi tidak mampu melaksanakan kewajiban. 
b. Secara sempurna artinya apabila sudah layak baginya beberapa hak 





Secara bahasa, kata ahliyyah berarti kemampuan atau kecakapan. 
Misalnya ungkapan yang menyatakan seseorang ahli untuk melakukan 
seatu pekerjaan. Menurut para ahli ushul Fiqh mendefinisikan ahliyyah 
secara terminologi yaitu Sifat yang dijadikan sebagai ukuran oleh syara‟ 
yang terdapat pada diri seseorang untuk menentukannya telah cakap 
dikenai tuntutan syara‟. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa ahliyyah 
merupakan sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani 
dan akalnya sehingga semua perbuatannya dapat dikenai taklif. Ahliyyah 
sendiri terbagi menjadi dua yaitu : 
a. Ahliyyah al-ada‟, adalah kecakapan yang telah dimilliki seseorang 
sehingga setiap perkataan dan perbuatan telah diperhitungkan secara 
syara‟. Orang yang telah memiliki sifat ini dipandang telah sempurna 
untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya diperhitungkan 
oleh hukum Islam, baik yang berbentuk positif maupun negatif. 
Seseorang dipandang sebagai ahliyyah al-ada‟ atau memiliki 
kecakapan secara sempurna apabila telah baligh, berakal dan bebas 
dari semua yang menjadi penghalang dari kecakapan ini, seperti 
keadaan tidur, gila, lupa, terpaksa, dan lain-lain. Contohnya seperti : 
apabila mukallaf mendirikan shalat, puasa atau haji, maka semua itu 
bisa diperhitungkan dan bisa menggugurkan kewajiban. 
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b. Ahliyyah al-wujub, adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk 
menerima hak-hak dan sejumlah kewajiban.
29
  
6. Fiqh/Ushul Fiqh 
Menurut bahasa Fiqh berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqihan 
yang berarti mengerti atau paham berarti juga paham yang mendalam. Dari 
sini ditariklah perkataan Fiqh yang memberi pengertian kepahaman dalam 
hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, 
Fiqh adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan 
dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunah, mubah,makrruh, 
atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (tafshilli). 
Ushul Fiqh berasal dari dua kata, yaitu ushul dan Fiqh. Ushul 
adalah bentuk jamak dari kata Ashl ( اصل )  yang artinya kuat (rajin), 
pokok sumber, atau dalil tempat berdirinya sesuatu. Jadi ushul Fiqh itu 
adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan yang harus ditempuh 




C. Adat Sebagai Dasar Hukum 
Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran 
tertentu yang harus diimani juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap 
kondisi masyarakat tertentu. Kearifan hukum Islam tersebut ditunjukkan 
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dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur‟an yang merupakan 
pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.
31
 
Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan 
sumber bagi yuriprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan 
batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi 
Muhammad saw. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang 
tertuang dalam sunahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap 
tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.
 32 
Ushul fiqih merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi oleh 
siapapun yang ingin menjalankan atau melakukan mekanisme ijtihad dan 
istinbat hukum dalam Islam. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika 
dalam pembahasan kriteria seorang mujtahid, penguasaan akan ilmu ini 
dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlak atau dengan kata lain, untuk 
menjaga agar proses ijtihad dan istinbat tetap berada pada koridor yang 
semestinya, ushul fiqih-lah salah satu penjaganya.
 33 
Ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan ushul 
fiqih tidaklah serta merta menjamin kesatuan hasil ijtihad dan istinbat para 
mujtahid. Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada 
beberapa disiplin pengetahuan yang menyokong kita untuk memahami 
latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga 
mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam keseharian. Salah satu 
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disiplin pengetahuan yang begitu signifikan dan memiliki peranan dalam 
kerangka metodologi hukum adalah al-„urf dalam ushul fiqih sebagai 




Kata al-„Urf berasal dari kata „arafa, ya‟rifu sering diartikan dengan 
al-ma‟ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat 
kepada pengertian diakui oleh orang lain.
35
 Kata al-„urf juga terdapat dalam 
al-Qur‟an dengan arti ma‟ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti 
Firman Allah surah al-A‟raf 7: 199 yang berbunyi: 
                     
 
Artinya:  Jadilah Engkau Pema‟af dan suruhlah orang mengerjakan yang 




Para ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan „urf dalam 
membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum 
syara‟. Kata adat dari bahasa Arab  عادة. akar katanya  عاد  –يعود(ada-yaudu) 
mengandung arti  تكرار(perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan 
satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus 
dilakukan untuk sampai disebut adat tidak ada ukurannya dan banyak 
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bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini dijelaskan 
al-Suyuti dalam kitabnya al-Asybah wa al-Nazair.
 37
 
Perbedaan antara kedua kata tersebut juga dapat dilihat dari segi 
kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya 
suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik 
dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga 
ada adat yang baik dan adat yang buruk sedangkan kata al-„urf digunakan 
dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, 
diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata al-„urf 




Berdasarkan dari berbagai pengertian, maka al-„urf adalah ma‟ruf yang 
mengandung arti dikenal, diketahui dan disepakati dalam konotasi baik. 
Pembagian al-„Urf dalam Kajin Ulama Ushul Fikih ada beberapa yaitu 
sebagai berikut : 
a. Dari segi obyeknya, al-„urf terbagi atas: 
1) Al-„Urf al-lafz{i/qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam 
mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan 
sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas 
dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti 
sapi. padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila 
seseorang mendatangi penjual daging yang memiliki berbagai macam 
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daging lalu pembeli mengatakan saya mau beli daging satu kilogram 
maka penjual langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan 




2) Al-„Urf al-amali/fi‟li adalah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, 
seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman 
tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak dianggap mencuri.
 40
 
b. Dari segi cakupannya, al-urf terbagi atas: 
1) Al-„Urf al-am adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, 
hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan 
agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan 
menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
 41 
2) Al-„Urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat 
tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu 
pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam 
barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.
 42
 
c. Dari segi keabsahannya, al-„urf terbagi atas: 
1) Al-„Urf al-sahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur‟an dan sunah, tidak 
menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, 
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seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon 
mempelai perempuan yang bukan merupakan mas kawin (mahar). 
2) Al-„Urf al-fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil 
syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟, seperti kebiasaan di 
kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam 
meminjam.
 43 
Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi al-„urf yang 
bisa dijadikan landasan hukum, yaitu Al-„Urf itu harus termasuk al-„urf yang 
sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur‟an dan sunah 
Rasulullah saw, Al-„Urf itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah 
menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu, 
44
 Al-„Urf telah 
memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya al-
„urf itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya
45
, 
Al-„Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam 
suatu transaksi
46
, Al-„Urf tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah
47
, 
Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan 
termasuk di dalamnya tidak member kesempitan dan kesulitan
48
, Tidak ada 
ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak al-„urf 
tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak 
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terikat dengan kebiasaan yang berlaku umun, maka yang dipegang adalah 
ketegasan itu, bukan al-„urf. Misalnya, adat yang berlaku di masyarakat, istri 
belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum 
melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat 
bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada persyaratan 
lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku 
adalah kesepakatan bukan adat yang berlaku.
49
 
Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa al-„urf sahih yaitu al-„urf yang tidak 
bertentangan dengan syara‟, baik yang menyangkut al-„urf al-am dan al-„urf 
al-khas, maupun yang berkaitan dengan al-„urf al-lafzi dan al-„urf al-amali, 
dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syra‟. Menurut Imam al-
Qarafi, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih 
dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga 
hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan 
kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.
50
 
Menurut Imam al-Syatibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauzi, seluruh ulama 
mazhab menerima dan menjadikan al-„urf sebagai dalil syara‟ dalam 
menetapkan hukum apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu 
masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa 
pemandian umum dengan harga tertentu,padahal lamanya di dalam kamar 
mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai ketentuan 
umum syariat Islam, dalam suatu akad, kedua hal itu harus jelas. Akan tetapi 
                                                             
49
 Satria Efendi M. Zein, Ibid., h. 157. 
50
 Nasrun Haroen, Ibid., h. 142. 
33 
 
perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah masyarakat sehingga seluruh 




Para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang 
berkaitan dengan al-„urf, di antaranya adalah yang paling mendasar: 
a.  العادة محكمة(adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum). 
b.  الينكر تغير األحكام تغير األزمنة واألمكنة(tidak dingkari perubahan hukum 
disebabkan perubahan zaman dan tempat). 
c.  المعروف عرفا كالمشروط شرطا(yang baik itu menjadi al-„urf sebagaimana yang 
diisyaratkan itu menjadi syarat). 
d.  الثابت بالعرف كالثا بت بالنص(yang ditetapkan melalui al-„urf sama dengan 
yang ditetapkan melalui nas (al-Qur‟an dan sunah).
52
 
Para ulama ushul fiqih juga sepakat bahwa hukum-hukum yang 
didasarkan kepada al-„urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat 
pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Diterimanya al-„urf sebagai landasan 
pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum 
Islam. Sebab disamping banyak masalah yang tidak tertampung oleh metode-
metode lain seperti qiyas, istihsan dan maslahah mursalah yang dapat 
ditampung oleh al-„urf, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum 
yang ada pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan al-„urf, akan 
berubah bilamana al-„urf itu berubah.
 53
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Al-„Urf menurut penyelidikan adalah bukan dalil syara‟ yang 
tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara maslahah 
sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum. Dipelihara juga dalam 
menafsirkan beberapa nas, maka dengan itu dikhususkanlah lafaz yang‟am 
(umum) dan dibatasi yang mutlak. Terkadang qiyas itu ditinggalkan lantaran 
al-„urf.
 54
 Syekh Muhammad Khudlari Husain di dalam tulisannya yang 
berjudul Memelihara al-„Urf, berkata: al-„urf harus dipertimbangkan di dalam 
member fatwa dan keputusan-keputusan, akan tetapi seorang ahli hukum 
Islam tidak boleh member fatwa atau memutuskan hukum yang bertentangan 
dengan pokok syariah kecuali atas dasar darurat, maka dalam hal ini hukum 
didasarkan kepada darurat termasuk ke dalam rukhsah yang ditetapkan oleh 
seorang ahli hukum Islam atas dasar ijtihad.
55
 
Literatur yang membahas kehujjahan al-„urf atau adat dalam istinbath 
hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang al-„urf atau adat secara 
umum, namun di atas telah dijelaskan bahwa al-„urf atau adat yang sudah 
diterima dan diambil alih oleh syara‟ atau yang secara tegas telah ditolak oleh 
syara‟, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan 
demikian pembicaraan tentang kehujjahan al-„urf ini sedapat mungkin dibatasi 
pada al-„urf bentuk keempat, baik yang termasuk pada adat atau al-„urf yang 
umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun 
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Secara umum al-„urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih 
terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan malikiyah. Ulama 
Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk 
istihsan itu adalah istihsan al-„urf (istihsan yang menyandar pada al-„urf). Oleh 
ulama Hanafiyah, al-„urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga 
didahulukan atas nas yang umum, dalam arti: al-„urf itu mentakhsis umum 
nas.
 57
 Ulama Malikiyah menjadikan al-„urf atau tradisi yang hidup di 
kalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan 
mendahulukannya dari hadis ahad.
 58
 
Ulama Syafi‟iyah banyak menggunakan al-„urf dalam hal-hal yang 
tidak ditemukan ketentuan batasannya dalam syara‟ maupun dalam 
penggunaan bahasa. Adanya qaul qadim (pendapat lama) Imam Syafi‟I di Iraq 
dan qaul jadid (pendapat baru)nya di Mesir menunjukkan diperhatikannya al-
„urf dalam istinbath hukum di kalangan Syafi‟iyah. Bila hukum telah 




Al-„Urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan 
hukum. Namun penerimaan ulama atas adat bukanlah karena semat-mata ia 
bernama adat atau al-„urf. Al-„Urf atau adat bukanlah dalil yang berdiri 
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sendiri. Adat atau al-„urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau 
ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma‟ atau maslahat. Adat yang 
berlaku di kalangan umat telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. 
Bila semua ulam sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah 
terjadi ijam‟ walaupun dalam bentuk sukuti (diam).
 60
 
Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung 
kemaslahatan tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat 
Sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai 
maslahat, meskipun tidak ada nas yang secara langsung mendukungnya.
61
 
Adapun ayat yang mengatur tentang adat istiadat yaitu terdapat 
didalam QS. Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi: 
             الله                   
                 
Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikطutilah apa yang telah 
diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya 
mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang 
kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang 
mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat 
petunjuk". 
 
Syariat Islam pada dasarnya dari awal banyak menampung dan 
mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak 
bertentangan dengan al-Qur‟an dan sunah Rasulullah SAW. Kedatangan Islam 
bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat 
tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang 
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dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara 
berbagi untung (mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang di 
kalangan bangsa Arab sebelum Islam dan kemudian diakui oleh Islam 
sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama 
menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan 




Penerimaan al-„urf sebagai salah satu pertimbangan di dalam 
menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan 
menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi 
salah satu faktor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islami itu sendiri di satu 
sisi dan di sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insane dengan 
tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya. Terlihat 
ada beberapa kemiripan al-„urf dengan ijma‟. Namun antara keduanya terdapat 
beberapa perbedaan, yaitu: 
a. Dari segi ruang lingkup, ijma‟ harus diakui dan diterima semua pihak. Bila 
ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka ijma‟ tidak tercapai. 
Sedangkan al-„urf atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan 
dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh 
semua orang. 
b. Ijma‟ adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, 
yaitu para mujtahid dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan 
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kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan al-„urf atau adat terbentuk bila 
yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan 
menerimanya adalah seluruh lapisan manusia baik mujtahid atau bukan. 
c. Adat atau al-„urf itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat 
Islam, namun ia mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang 
yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijma‟ (menurut pendapat 
kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan, sekali ditetapkan ia tetap 
berlaku sampai ke generasi berikutnya.
63
 
d. Ijma‟ hanyalah sebatas kesepakatan qauliyah, sedangkan al-„urf meliputi 
qauliyah dan fi‟liyah (amaliyah). 
Adapun perbedaan al-„urf dengan maslahah mursalah ialah maslahah 
mursalah digunakan dalam hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh umumnya 
manusia. Sedangkan al-„urf persyaratan telah biasa dilakukan oleh manusia 
pada umumnya, dalam arti melegalisir hal-hal yang telah biasa dilakukan oleh 





D. Perkawinan Menurut Islam 
Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan 
dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas 
pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang 
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sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain 
adalah: 
a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah 




b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat 
dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, 
kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
66
 
Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam 
adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan 
laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga 
sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.
67  
Tujuan perkawinan untuk  mewujudkan  
kehidupan rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  (keluarga  
yang tentram  penuh  kasih  sayang).  Tujuan-tujuan  tersebut  tidak  selamanya 
dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga 
terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga 
memicu putusnya hubungan antara suami istri. 
Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan 
dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan 
diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan 
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perkawinan. Adapun dasar Hukum Perkawinan yaitu terdapat didalam Firman 
Allah dalam surat Al A‟raaf ayat 189 yang berbunyi: 
                           
              الله            
         
Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya 
Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka 
setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, 
dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia 
merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, 
Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami 





Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami  
isteri  dan  anak-anak  serta  orang  tua  agar  tercapai  suatu kehidupan yang 
aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), 
dan saling menyantuni (rahmah). 
Hadits Riwayat Bukhari Muslim  diriwayatkan  oleh  Abdullah  bin 
Mas‟ud r.a dari Rasulullah yang bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa 
diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih 
baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak 
memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu 
merupakan kendali baginya”. Pada  dasarnya  hukum  menikah  itu  adalah  
jaiz  (boleh)  namun karena  berbagai  situasi  dan  kondisi  hukum  menikah  
terbagi  menjadi 4 macam, yaitu: 
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1) Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut 
terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi. 
2) Sunnah  bagi  orang  yang  nafsunya  sudah  mendesak  dan  mampu 
menikah  tetapi  masih  mampu  menahan  dirinya  dari  berbuat  zina, 
hukum menikah baginya adalah sunnah. 
3) Haram  bagi  seseorang  yang  yakin  tidak  akan  mampu  memenuhi 
nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan 
membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, 
maka hukumnya haram untuk menikah. 
4) Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir 
batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum 
perkawinannya adalah makruh. 
Menikah termasuk perintah Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang 
menuruti perintah Allah dan Rasul-Nya masuk dalam kategori ibadah, 
memperoleh pahala dan Ridho-Nya, dan barang siapa yang menikah dengan 
niat beribadah (mengikuti perintah-Nya) tentu memperoleh pahala. Menikah 
termasuk dalam perintah Allah QS. An-Nur : 32 yang berbunyi:  
                      
     الله        وهِسع   الله  وه     
Artinya:  Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha 
Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. [1035] Maksudnya: 
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hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak 




Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan 
dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang bukan mahramnya. Adapun ayat tentang pernikahan yaitu 
terdapat didalam QS. An-Nisa: 3 yang berbunyi: 
                                    
                                 
 
Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 




Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau 
embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja 
merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 
tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju 
pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan 
menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang lainnya. Pada hakikatnya, 
akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan 
manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara 
dua keluarga. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 
yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi 
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hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa 
keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.  Dalam suatu  acara 
perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal artinya perkawinan  
tidak  sah  bila  keduanya  tidak  ada  atau  tidak  lengkap. Rukun itu adalah 
sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang 
mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan 
tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan  rukun 
dalam  arti  syarat  yang berlaku  untuk  setiap  unsur  yang menjadi  rukun.  
Ada  pula  syarat  itu  berdiri  sendiri  dalam  arti  tidak merupakan kriteria 
dari unsur-unsur rukun.
71 Adapun Rukun Nikah yaitu Adanya calon suami 
dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar‟i untuk menikah, 
Adanya  ijab,  yaitu  lafadz  yang  diucapkan  oleh  wali  atau  yang 
menggantikan posisi wali, Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh 
suami atau yang mewakilinya, Wali adalah pengasuh pengantin perempuan 
pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin 
laki-laki, Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya 
suatu pernikahan. 
Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai yaitu
72
 Syarat 
bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas 
orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat 
halangan perkawinan. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama 
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Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat 
halangan perkawinan, Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-
laki, beragama   Islam, mempunyai hak perwaliannya,  tidak terdapat halangan 
untuk menjadi wali, Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, 
menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan 
dewasa. Adapun Syarat-syarat ijab qabul yaitu: 
a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 
b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. 
c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya. 
d) Antara ijab dan qabul bersambungan. 
e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 
f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji 
atau umrah. 
g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu 
calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau 
yang mewakilinya, dan dua orang saksi. 
E. Tinjauan Pustaka 
Ada beberapa Penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik 
dari buku, jurnal, skripsi dan sertasi yang penulis lakukan yaitu sebagai 
berikut: 
1. Skripsi yang berjudul Makna Filosofis Didalam Prosesi Begawi Adat 
Pepadun Dikelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten 
Tulang Bawang yang disusun oleh Iqbal Al-Ghozi Jurusan Akidah dan 
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Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Lampung tahun 2017. Begawi 
Adat Pepadun banyak mengandung makna dan psan moral didalmnya 
sehingga diharapkan kepada masyarakat dapat menjdi panutan sesuai 
gelar yang dimiliki dan bisa membawa kepada kebaikan terhadap 
keluarganya, masyarakatnya, dan bangsanya. Persamaan Penelitian ini 
dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melakukan wawancara 
secara langsung kepada pihak yang responden, membahas tentang 
begawi adat pepadun. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, dan penulis 
lebih terfokus kepada Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai 
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